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Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Bidang Seluruh Indonesia

Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada urusan pemerintahan daerah bidang
komunikasi dan informatika sebagal pelaksanaan kewenangan urusan waijib yang
harus dilaksanakan cleh pemerintah daerah, bersama ini disampaikan kepada
Saudara beberapa hal sebagai berikut:

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan
informatika selama kurun waktu 2 tahun terakhir, adanya tugas pokok dan fungsi
unmkmmulmmwmﬂmmmmwﬁmmmm
Untuk itu, agar segera mengembalikan kepada Dinas yang menangani urusan
pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

2. Urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika mencakup sub
bidang informasl dan komunikasi publik dan aplikasl informatika, yang
pelaksanaan kewenangannya meliputi ;

a. Pengelolaan informasi  dan  komunikasi publik pemerintah  daerah
kabupaten/kota, terdiri dari;
1) Penyediaan  informasi  penyelenggaraan  pemerintshan  daerah

kabupaten/kota;
2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan  daerah
kabupaten/kota;
3) Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerash dan publik
kabupaten/kota;

4) Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi kabupaten/kota dalam

hal kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi
b. Pengelolaan aplikasi informatika, terdiri dari:

1) Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota:

2) Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota,

3) Pemberian fasilitasi kepada pemerintah desa yang akan menggunakan
nama domain desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4) Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagl
pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik_

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan
mmmmumwmim.w
dilakukan melalui:

a. "Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik”, dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2) Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik.

3) Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah,

4) Penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah.

5) Penyusunan strategi kemunikasi publik,

6) Produksi Konten Informasi Publik,

7) Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik,

B) Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik.

8) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik_

10) Penyebariuasan Informasi Publik melalui media.
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tarima kasih.

embussn ;

11) Pengelolaan Media Komunikasi Mililk Pemerintah.
12) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakal, Media dan kemitraan komunitas,
13) Penyelanggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik.
14) Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.
15) Koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik.
16) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
b. “Program Pengelolaan Aplikasi Informatika”, dengan rincian kegiatan
sahagai berikut:
1) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik
dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2} Integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
3) Layanan pangembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi
khusus yang terintegrasi.
4) Pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah daerah.
5) Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi
elektronik.
&) Peningkatan SDM Masyarakal pengguna layanan pemerintahan berbasis
elektronik di lingkup kabupaten/kota.
7) Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City.
8) Penyelenggaraan Government Chief Infarmation Officer (GCIO),
9) Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-
Government (SPBE).
10) Layanan akses intemet, intranel, dan Komunikasi Intra Pemerintah
daerah.
11) Layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah.
12) Layanan infrastruidur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan
TIK.
13) Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah
Daerah.
14) Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik.
15) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Apabila ada keglatan muatan lokal yang sangat strategis yang dibutuhkan daerah,
maka kegiatan tersebut dapat ditambahkan pada program "'pengelolaan informasi
dan komunikasi publik® dan/atau “program pengelolaan aplikasi informatika”.

. Berkenaan dengan urusan Komunikasi dan Informatika di daerah maka diminta

agar Saudara :

a. Segera memberdayakan dan memampukan dinas yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melalui penyediaan
anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia.

b. Melakukan peningkatan kemampuan aparat sumber daya manusia melalul
bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan
urusan Komunikasi dan Informatika.

c. Tidak melakukan mutasi bagi pejabat dan stafl yang telah dilatih kecuall untuk

promaosi,

. Menyampalkan perkembangan pelaksanaan urusan komunikasi dan Informatika

di daerah kepada Direkiorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah c.q Direkiorat
Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Telp. (021) 7982218, atau email

kemendagri.go.id dengan tembusan Kementerian Komunikasi
dan Informatika.

Demikian disampaikan

jum dan atas perhatian Saudara diucapkan

Menler Koordinaior bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
Menteri Dalam Negeri;

Menten PPMN/Bappenas;

Menter Keuangan;

Menter Komunikasi dan Informatika;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Gubarnur KDH Provinsi Seluruh Indonasia;

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Neger|.



